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KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga pelaksanaan
kegiatan Bantuan Oprasional Sekolah Tahun Anggaran 2024 serta laporan
pelaksanaan kegiatan dapat dirampungkan dengan baik dan sesuai
rencana.

Disusunnya laporan ini sebagai langkah dalam rangka reformasi
birokrasi lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) yang
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparatur pemerintah
harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, keuangan negara
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab terwujud.
Setiap aparatur pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional
untuk  mempertanggungjawabkan  penggunaan  anggaran  yang
dikelolanya. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang, diantaranya
adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan tanggungjawab Keuangan Negara.

Terlaksananya kegiatan serta rampungnya laporan ini tidak terlepas
dari dukungan dan partisifasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu kami
mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas

dukungannya



2. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu
pelaksanaan kegiatan

3. Bendahara Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem

4. Perencana Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem

5. Ketua Utama Widyalaya Kecamatan Rendang

6. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.
Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini

masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu sumbangan pemikiran,
saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan
untuk kesempurnaan. Semoga Ida Sang Hyang widhi Wasa senantiasa
melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua.
Om Santih, Santih, Santih Om

Amlapura, Maret 2024
Kepala Seksi Pendidikan
Agama Hindu

R W

Drs. I Wayan Lipur, M.Si
NIP. 196804042000031003
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mencermati situasi dan kondisi Pada era yang serba canggih ini,
pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan
pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak
pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara
sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat
terhindarkan dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan maka akan
semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Konsep dasar
mengenai pendidikan, yakni Bahwa pendidikan berlangsung selama
seumur hidup (/ong life education) Hal tersebut karena usaha pendidikan
sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai
meninggal. Konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah
memberikan pengertian bahwa pendidikan tidak identik dengan
lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan
lingkungan masyarakat. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung
jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sedangkan
pasraman merupakan Pendidikan Keagamaan Hindu yang berbasis
masyarakat. Pasraman selama ini terbukti berhasil tumbuh dan berproses
menciptakan para peserta didik yang berkarakter mulia. Ditegaskan bahwa
tidak terlepas dari muatan kearifan lokal yang terkandung di dalam

pendidikan.

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian



yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU No. 20 Tahun
2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
Bangsa dan Negara. Dari definisi ini dapat disimak bahwa pendidikan
selalu berlangsung dengan disengaja sehingga proses pembelajaran
antara guru dan siswa dapat berlangsung. Harapan yang selayaknya
diperoleh dari pendidikan adalah mampu dikembangkannya potensi atau
bakat yang dimiliki oleh anak secara maksimal. Pembentukan karakter
dalam pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara guru,
orang tua dan seluruh stakeholder pendidikan.

Fungsi Pendidikan Agama Hindu ini selaras dengan fungsi pendidikan
nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai
komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada
era globalisasi yang pesat melahirkan tantangan pada berbagai aspek

kehidupan umat manusia tidak terkecuali pada kehidupan beragama.



Kondisi demikian menuntut pendidik mampu berperan menampilkan nilai-
nilai kehinduan yang lebih dinamis dan aplikatif. Pendidikan agama Hindu
yang disajikan tidak hanya terfokus pada penguasaan ranah kongnitif
belaka, akan tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.
Pembentukan karakter, dalam hal ini, menjadi sasaran utama dalam
pendidikan agama Hindu. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya
generasi bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Berbicara mengenai pendidikan, tentu akan diingat bahwa
pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok besar sesuai dengan tempat
berlangsungnya, yaitu pendidikan informal yang merupakan pendidikan
pertama dan utama yang berlangsung di lingkungan keluarga, kemudian
ada pendidikan formal yang merupakan pendidikan di instansi pendidikan
(sekolah, perguruan tinggi), dan ada pula pendidikan nonformal, yaitu
pendidikan yang prosesnya hampir sama dengan pendidikan formal hanya
saja tidak berlangsung di instansi pendidikan, seperti tempat kursus,
pasraman, pesantren, dan lainnya.

Dalam kaitannya dengan peserta didik hindu, tentunya di dalam
pendidikan pastinya harus ada sarana prasarana penunjang untuk
pasraman menjadi pilihan yang sangat tepat. Melalui pendidikan pasraman
diharapkan penanaman ketrampilan dasar kepada para peserta didik akan
menjadi semakin mudah. Pasraman merupakan lembaga pendidikan
khusus agama Hindu yang dijadikan alternatif Pendidikan Agama Hindu.
Sehingga pasraman tidak boleh dikembangkan oleh umat selain Hindu,
dalam PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan disebutkan bahwa Pendidikan Agama adalah pendidikan yang
memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan
keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Dalam PP tersebut juga dituliskan bahwa pasraman adalah satuan

pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.



Keberadaan pasraman semakin dipertegas pula dengan adanya PMA No.
56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu yang menyatakan
bahwa Pendidikan Keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan
nonformal dalam wadah pasraman. Pasraman formal adalah jalur
pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas. Sedangkan
pasraman nonformal adalah jalur pendidikan di luar pasraman formal yang
dilaksanakan secara terstruktur, dan pasraman formal dan non-formal
inilah yang dirasa untuk saat ini cocok untuk dikembangkan melihat
keadaan sosial masyarakat dan keberadaan desa pakraman sebagai
payung pasraman tersebut.

Keberadaan pasraman formal dan non-formal tentunya menjadi
pilihan yang tepat untuk memperkenalkan ketrampilan kepada para siswa,
serta Sesuai Rencana strategis Seksi Pendidikan Agama Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem vyang bertujuan untuk
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Agama dalam rangka
meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan pendidikan
yang bermutu melalui pemberian bantuan oprasional pasraman. Untuk
mencapai hal tersebut perlu disiapkan lembaga yang bermutu, tenaga-
tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dengan dasar peningkatan
mutu pendidikan Agama Hindu salah satunya melalui peningkatan kualitas
pasraman yang didukung dengan memberikan Bantuan Program
Indonesia Pintar (PIP)

Pemberian dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ini
didasari oleh beberapa alasan, antara lain :

1. Keberadaan Sekolah AWP dan UWP dilingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sampai dengan saat
ini belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.
Kendalanya, antara lain Pendidikan Widyalaya tidak memiliki
sumber pendanaan yang bisa menggerakkan program maupun
kegiatan yang telah dibuat masing-masing. Pendidikan Widyalaya

juga pada umumnya tidak memiliki sarana, peralatan, maupun



media pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-
kegiatan Siswa dalam Widyalaya.

. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan
agar pengelolaan Pendidikan Agama Hindu mampu membentuk
manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian
dan kerukunan hubungan intra dan antar umat beragama.
Pendidikan Agama Hindu juga diharapkan mampu mewujudkan
berkembangnya kemampuan peserta didik atau siswa widyalaya
dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama
Hindu yang menyelaraskan penguasaan dalam ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni. Sesuai amanat pasal 3, dinyatakan bahwa
setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dan pada Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 bagian ketiga pasal 3
ayat 2 yang lain disebutkan bahwa setiap peserta didik pada
sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan
agama yang dianutnya.

. Mewujudkan tujuan dan fungsi Pendidikan Agama Hindu di
Pasraman formal maupun non formal perlu dipersiapkan suatu
pengelolaan pendidik yang betul-betul terencana, terarah, sesuai
kebutuhan dan potensi pasraman, sehingga berdampak positif
terhadap hasil belajar peserta didik. Pengelolaan hasil pembelajaran
pendidik yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor di
antaranya: kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
prasarana, tata kelola, dan peserta didik itu sendiri. Dari sekian
banyak faktor, pendidik atau guru adalah faktor yang paling
dominan, karena dalam proses pembelajaran guru atau pendidik
merupakan subjek dan pelaku utamanya.

. Bahwa secara eksplisit tujuan pendidikan nasional begitu luas,

ideal, dan nuansa agamisnya sangat kuat. Hal tersebut,



memposisikan pentingnya guru Pasraman, sekaligus menempatkan
guru khususnya guru agama hindu di Pasraman pada peran,
fungsi, tugas, dan tanggungjawab yang relatif lebih berat dibanding
guru mata pelajaran lainnya.

RENCANA KEGIATAN

Nama Kegiatan :  Pengelolaan dan Pembinaan Agama Hindu

Keluaran (Output) : Siswa Menerima PIP Tk. Adi
Widyalaya/Utama Widyalaya

Komponen Kegiatan :  Dukungan Oprasional Penyelenggara
Pendidikan

Sub Komponen Kegiatan : Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
TK AW/UW

Dasar Hukum
Yang menjadi dasar hukum dalam Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

o

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.

(@)

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Q

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar.

()

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan.

f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

i. PMA No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu



j. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agama.

k. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.

|. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama

m. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

o. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimas Hindu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor
025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan :

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan
pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 adalah:

a. Tujuan Umum
Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman, pengalaman ajaran agama Hindu
dalam sikap, kebiasaan dan perilaku sehari-hari serta
meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan
peran Siswa Widyalaya yang didukung oleh tata kelola yang
efektif, efisien dan akuntabel, mengurangi kesenjangan akses
pendidikan agama dan keagamaan Hindu dengan meningkatkan
kualitas layanan pendidikan agama dan keagamaan Hindu,
Meningkatkan kualitas siswa Pendidikan Agama Hindu Formal dan

Non Formal.



b. Tujuan Khusus

Program pemberian dana Bantuan Program Indonesia Pintar

(PIP) Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

1) Terlaksanannya kegiatan Oprasional program dan kegiatan
yang telah disusun dapat diimplemetasikan, sehingga lebih
berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.

2) Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan siswa
Widyalaya.

3) Untuk meningkatkan kompetensi siswa widyalaya

4) Meningkatnya kualitas pembelajaran siswa.

1.3 Anggaran

Biaya dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Program
Indonesia Pintar (PIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2024 ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem Nomor: 025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023,
Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan dari pemerintah
dalam bentuk bantuan oprasional pada Widyalaya di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dengan alokasi anggaran di
Tahap I sebesar Rp. 123.225.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan sasaran sebagai berikut di
Tahap I:
Lembaga Adi Widyalaya Suar Dwipa Giri Mekar dengan bantuan sebesar
Rp 9.225.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
dalam tahap I dengan jumlah siswa penerima Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) Sebesar 41 siswa (Empat Puluh Satu Siswa) dengan nomor
SPM : 00045A tanggal 18 Maret 2024, dan Lembaga Utama Widyalaya
Astika Dharma dengan Bantuan Sebesar 114.000.000,- (Seratus Empat
Belas Juta Rupiah) dalam Tahap I dengan Jumlah siswa penerima sebesar
228 Siswa (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Siswa ) dengan nomor SPM:
00044A tanggal 18 Maret 2024.



Pada prinsipnya pencairan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran
2024 pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar,
walaupun ada beberapa hal dalam tahapan pelaksanaan mengalami
perubahan atau revisi, tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap

pencairan bantuan dimaksud.



BAB II

PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA
BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHUN ANGGARAN 2024

2.1 PELAKSANAAN
1. Waktu dan Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP)
Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan
pada satu tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang direalisasikan sesuai

tahapan yang ada pada gambar Bagan Alir berikut;

USULAN
KEGIATAN
KEPADA KPA < »
ADMINISTRASI
BELUM SUDAH  PROPOSAL PIP

LENGKAP LENGKAP

TIM VERIFIKASI

TIM
PENERIMAAN
PROPOSAL PIP

MEMENUHI SYARAT

v

-




Bagan diatas menjelaskan bahwa sebelum merealisasikan Bantuan
Program Indonesia Pintar (PIP), Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu
mengajukan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Kepada KPA kemudian
Lembaga Widyalaya dimohon membuat Proposal Bantuan Oprasional yang
diterima oleh Tim Penerima Proposal Widyalaya, jika Proposal yang
dikumpulkan lembaga Widyalaya sudah lengkap maka akan diseleksi oleh
Tim Verifikasi Administrasi Proposal PIP, dalam verifikasi proposal PIP
yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke pemohon Proposal PIP,
namun apabila proposal yang dikumpulkan lembaga Widyalaya memenuhi
syarat, maka proposal PIP dinyatakan lengkap/ valid dilanjutkan dengan
menetapkan nama lembaga penerima Bantuan Program Indonesia Pintar
(PIP) vyang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian
Kerjasama (SPK) kemudian dibuatkan daftar perhitungan pembayaran PIP
Widyalaya dengan menginput nama lembaga dan nomor rekening dan
dilanjutkan dengan tahapan terakhir yaitu pencairan Bantuan Program
Indonesia Pintar (PIP).

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) akan terealisasikan apabila
sudah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut: Adanya Surat
permohonan bantuan, Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi
latar belakang, Visi Misi, Tujuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan
Pengurus Lembaga Pendidikan Keagamaan, adanya program Kkerja,
mempunyai alamat lembaga dan nomor telepon yang jelas, Proposal
permohonan bantuan sudah direkomendasi oleh Kabid/
Kakakemenag/Pembimas Penyelenggara, ada Tanda Daftar Lembaga,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTIB) ada Status Tanah
(Hibah, Hak Guna Pakai, Hak Milik) diperuntukan untuk lembaga
Pendidikan Agama/dan atau Keagamaan/dan atau Pasraman/, atau
Sekolah Minggu yang dibuktikan surat Pernyataan bermataerai, ada Surat
pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman
dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan
distempel, fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari

Bank/refrensi bank, dan NPWP atas nama Widyalaya.
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Proposal Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dikumpulkan
sebelum melaksanakan pencairan anggaran. Proposal dimaksud adalah
untuk mengetahui lembaga Pasraman yang memenuhi syarat atau tidak,
Setelah hal tersebut diketahui maka ditetapkan lembaga Widyalaya yang
berhak menerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem.

2. Sasaran Strategis:
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
Realisasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah:
a. Meningkatnya kualitas Pendidikan Siswa Formal dan Non Formal;
b. Tercapainya peningkatan Konpetensi Siswa Widyalaya;
c. Tercapainya Peningkatan kualitas pembelajaran siswa Lembaga

Pendidikan Widyalaya.

3. Indikator Kinerja
Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Realisasi Bantuan
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah :
- Terealisasinya PIP kepada lembaga Widyalaya AW Suar Dwipa Giri
Mekar dan UW Astika Dharma dengan tepat waktu, tepat sasaran,

dan tepat jumlah di pencairan tahap I.

4. Target
Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Realisasi Bantuan
Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I adalah:

1) Lembaga yang mengajukan Proposal Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) telah Ilulus validasi Proposal PIP serta memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dapat menerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
dapat memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada

Lembaga Widyalaya agar program dan kegiatan yang telah disusun
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dapat dimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan
sebagaimana yang diharapkan.

2) Lembaga yang mengajukan Proposal Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) telah lulus validasi Proposal PIP serta memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dapat menerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
sehingga memotivasi Siswa meningkatkan pengetahuan dalam
upaya berkompetensi antar siswa pasraman guna mencapai
prestasi.

3) Lembaga yang mengajukan Proposal Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) telah Ilulus validasi Proposal PIP serta memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dapat menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

meningkatkan mutu pengetahuan dan kualitas siswa itu sendiri.

5. Sasaran:

Adapun sasaran penerima dana Bantuan Program Indonesia
Pintar (PIP) yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan telah memenuhi
syarat-syarat/ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan prundang-
undangan yang berlaku antara lain bagi calon lembaga penerima Bantuan
Oprasional (PIP) harus Sudah Memiliki kepengurusan lembaga pendidikan
Agama/dan atau keagamaan/atau pasraman, Organisasi pendidik yang
aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, memiliki profil organisasi
Pasraman yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, program
kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung
selama 1 tahun terakhir, mempunyai alamat sekretariat dalam
melaksanakan  aktifitas organisasinya, Tanda Daftar Lembaga,
mengajukan permohonan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun
2024 dan sudah direkomendasi oleh Kabid/

Kakakemenag/pembimas/penyelenggara, yang ditandatangani oleh Ketua
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Pasraman dan disetujui dan diketahui oleh Kasi Pendidikan Agama Hindu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, menyerahkan
proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan
data pendukung berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor
rekening Bank dan NPWP, dan daftar kebutuhan Operasional Pasraman,
dan memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan.

Setelah dilakukan inventarisasi terhadap lembaga-lembaga yang
berhak menerima PIP Tahun Anggaran 2024 vyaitu lembaga yang berhak
menerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
6. Hasil Yang Diproleh :

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pemeberian

dana Bantuan Operasional Sekolah (PIP) adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kompetensi Siswa Pasraman, baik yang berkaitan

dengan kognitif, afektif, psikomotor;

- Meningkatnya kualitas pendidikan siswa di Widyalaya;
7. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2024
diberikan kepada Siswa melalui Lembaga Widyalaya Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem yang telah memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Adanya Surat
Permohonan Bantuan, Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi
latar belakang, Visi Misi, Tujuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan
Pengurus Lembaga Pendidikan Keagamaan, adanya program Kerja,
mempunyai alamat lembaga dan nomor telepon yang jelas, Proposal
permohonan bantuan sudah direkomendasi oleh Kabid/
Kakakemenag/Pembimas/Penyelenggara, ada Tanda Daftar Lembaga,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTIB) ada Status Tanah
(Hibah, Hak Guna Pakai, Hak Milik) diperuntukan untuk lembaga
Pendidikan Agama dan/atau Keagamaan dan/atau Widyalaya, atau
Sekolah Minggu yang dibuktikan surat Pernyataan bermaterai, Surat
pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman

dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan
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distempel, fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari
bank/refrensi bank, dan NPWP atas nama Lembaga Widyalaya.

Pada prinsipnya pencairan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024
pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar, walaupun ada
beberapa hal dalam tahapan pelaksanaan mengalami perubahan atau
revisi, tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan bantuan
dimaksud.

Tahapan-tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Program
Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2024 ini dapat berjalan dengan
baik karena kami menetapkan tahap-tahap mekanisme Rekrutmen sebagai
berikut:

a. Persyaratan Widyalaya harus:
Adanya Surat Permohonan Bantuan, Struktur proposal meliputi
kegiatan yang meliputi latar belakang, Visi Misi, Tujuan,
Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan Pengurus Lembaga
Pendidikan Keagamaan, adanya program kerja, mempunyai
alamat lembaga dan nomor telepon yang jelas, Proposal
permohonan bantuan sudah direkomendasi oleh Kabid/
Kakakemenag/Pembimas Penyelenggara, ada Tanda Daftar
Lembaga, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
ada Status Tanah (Hibah, Hak Guna Pakai, Hak Milik)
diperuntukan untuk lembaga Pendidikan Agama dan/atau
Keagamaan dan/atau Widyalaya, atau Sekolah Minggu yang
dibuktikan surat Pernyataan bermaterai, Surat pernyataan
kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman
dan peraturan perundang-undangan, bermaterai,
ditandatangani, dan distempel, fotokopi buku rekening, validasi
keaktifan rekening dari bank/refrensi bank, dan NPWP atas
nama Pasraman.

b. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan

ditetapkan
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c.  Seleksi/verifikasi
Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal Widyalaya
yang mengajukan permohonan bantuan dana oprasional
Sekolah (PIP)

d. Penetapan Penerima Bantuan
Penerima dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem.

Dari tahapan tahapan yang dipaparkan diatas, secara prinsip
pencairan di tahap I sudah berjalan dengan baik, karena kami sudah
menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai dengan tugasnya
masing-masing serta sesuai dengan jadwal dan perencanaan pekerjaan

tersebut.

8. REALISASI BIAYA BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
(PIP)

Pelaksanaan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kantor
Kementerian Agama Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024 dapat
dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Bantuan Program
Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk
Bantuan Oprasional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 123.225.000,-
(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
dengan sasaran sebagai berikut di Tahap I Lembaga Adi Widyalaya Suar
Dwipa Giri Mekar dengan bantuan sebesar Rp 9.225.000,- (Sembilan Juta
Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam tahap I dengan jumlah
siswa penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Sebesar 41 siswa
(Empat Puluh Satu Siswa) dengan nomor SPM : 00045A tanggal 18 Maret
2024, dan Lembaga Utama Widyalaya Astika Dharma dengan Bantuan
Sebesar 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) dalam Tahap I
dengan Jumlah siswa penerima sebesar 228 Siswa (Dua Ratus Dua Puluh
Delapan Siswa ) dengan nomor SPM: 00044A tanggal 18 Maret 2024.
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Adapun rincian Perhitungan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN TAHUN 2024

KODE URAIAN JML JML
PENE | NOSPM | TGL SPM SEBELUM
RIMA PAJAK (Rp.)
1 2 3 4 5 6
A Bantuan Oprasional Sekolah

521233 | Belanja Barang Pemberian
Bantuan Oprasional dalam
bentuk Uang

Pembayaran Bantuan 1 LKS | 00045A 18/03/2024 9.225.000
Oprasional Seolah (PIP)Tahun
Anggaran 2024

1LKS | 00044A | 18/03/2024 | 114.000.000

TOTAL 2 LKS 123.225.000
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BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA
BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja

Secara umum perealisasian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
Tahap I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun
Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan
dengan meningkatnya Kompetensi siswa widyalaya sebagai anggota di
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Terkait dengan realisasi anggaran di tahap I dapat direalisasikan

sebesar Rp. 123.225.000,- ( Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua
Puluh Lima Ribu Rupiah).

3.2 Keberhasilan Kinerja
Target kinerja yang telah dicapai dalam merealisasikan Biaya
Belanja Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) antara lain :

1. Terealisasinya biaya belanja Bantuan Program Indonesia Pintar
(PIP) tingkat AW dan UW di tahap I;

2. Lembaga Widyalaya yang memenuhi syarat dapat menerima
Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai dengan anggaran
yang tersedia;

3. Meningkatnya Kompetensi Siswa Widyalaya penerima PIP Tingkat
AW dan UW di Kab. Karangasem;

4. Terselenggaranya proses pembelajaran dengan baik kepada siswa
penerima bantuan PIP.

3.3 Hambatan/Kendala

Dalam merealisasikan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
bagi Lembaga Widyalaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem tahun 2024 tentunya ada berbagai masalah dan hambatan

yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :
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- Membutuhkan ketelitian, pemahaman, energi dan waktu untuk
memeriksa dan memverifikasi setiap Proposal PIP permohonan
yang kumpulkan oleh Lembaga Pasraman

- Sering terlambatnya penandatanganan daftar nominatif penerima

PIP oleh lembaga Widyalaya penerima PIP.

3.4 Solusi dan langkah Antisipatif yang Dipakai.
1. Merealisasikan PIP kepada lembaga yang memenuhi syarat
sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menghubungi lewat telepon Kepala Widyalaya penerima PIP

untuk menandatangani daftar nominatif.
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4.1

BAB IV
PENUTUP

Simpulan

Dari uraian kegiatan pencairan Biaya Belanja Bantuan Program

Indonesia Pintar (PIP) di Tahap I Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

4.2

Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat terealisasi dengan
baik dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.
123.225.000,-.

Proses belajar mengajar di Lembaga widyalaya meningkat.
Meningkatnya kualitas lembaga sehingga akan tercapai
kualitas/mutu pendidikan siswa di Widyalaya.

Saran-Saran

Mengingat adanya beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi

dalam merealisasikan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut:

1.

Bagi Lembaga Wid